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WALIKOTA M AGELANG,

bahwa

Daerahu?{i:i: r:q&laksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pertanggungiaw agelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
", Be]ang]aw[z;ban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
" e kaja Pderah Tahun  Anggaran 2013, perlu
Pertan punn‘ reraturan Walikota tentang Penjabaran
da ng Nglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

N Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013:

1. Undang~Undang

Nomor 17 Tahun 1950 tentan

g

i;mbcmukam _Dar_:rah-dacrah Kota  Kecil Dalam
Bl;‘lil?ngan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

-Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pcnye]epggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Komps_l, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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f, Untlang -Undang Nomor 75 Tahun 2004 "’-n,m,n;' Negard
Perencanaan Pembangunan Nasional ll/:r-'(i};'lr:}amlmi'mﬂ
}"r]rllh;»k Indonesia Tahun f/r}f,.“. 1'.'!;.':'5.':3" ])':‘.:‘2“'
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor #7£ 50

’ tan
7 Undang - Undang Nomor 32 T;nhuz:l 2004 p::CHUbig
Pemenntahan  Daerah (Lembaran jegRes - ptarzm
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, 'TFII-"h-"hanb[.lc:[;j:ﬂana
Negara Republik Indonesia Nomor i dﬁndang‘
telah diubah beberapa kall terakhir dcngan- Kedua
Undang Nomer 12 Tahun 2008 entang perubahan 'c[ang
atas Undang Undang Nomor 272 Tahun 2004 ten i
Pemenntahan  Dacrah (Lembaran Negara Repubii®
Indonemia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4B44);
&. Undang -Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tcmgng
Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat an
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara RCPUbhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4438);

9, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

P.C'm“m“ Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republi Indonesin Tahun 2004 Nomor 90,
Tilm}mham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia tahun 2005

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan ~ Umum
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tcntang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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21.

23,

24,

25.

26.

27

28.

29.

- Peraturan pem

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelapor

an Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik
a Nomor 4614),

Indones;i

erintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada
Pemcrimah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan  Penyclenggaraan  Pemerintahan
kepada Masyarakat  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );

Peraturan Pemer
Pembagian Urys
Pemerintahan

intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
an Pemerintahan Antara Pemerintah,
Dacrah  Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan  dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang - undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok

Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Dlplndal dengan
@ CamScanner” |


https://v3.camscanner.com/user/download

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 22013{
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas PoX0

Organisasi Lembaga Teknis Dacrah, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Prajz}
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Taan 22018‘2
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas i
Daerah

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun QOOE
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacra'
(Lembaran Dacrah Kota Magelang Tahun 7009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2011 Nomor 16);

17 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
acrah Kota

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran D
Magelang Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah, Kota
Magelang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah
Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2012 Nomor 18);

Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri ~ Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Pasal |

Laporan Realisas;
1. pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerap

b. Dana Pcrimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan
41, Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawaj

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

4) Belanja Bantuan keuangan

5) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja

Surplus

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 112.323.083.425,00
b. Pengeluaran Rp _ 6.648.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto

TENTANG
PELAKSANAAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN

Anggaran Tahyn Anggaran 2013 terdiri atas :

Rp107.739.838.961,00
Rp431.113.288.290,00
Rp 95.906.857.889.00

Rp634.759.985.140,00

Rp304.116.683.183,00
Rp 5.257.082.000,00
Rp 2.974.558.000,00
Rp  456.727.800,00
Rp__ 267.305.000,00

PENJABARAN
ANGGARAN

Rp313.072.355.985,00

Rp 41.714.246.343,00
Rp133.475.605.062,00
Rp142.588.509.967,00
Rp317.778.361.372,00
Rp630.850.717.357,00
Rp 3.909.267.783,00

Rp105.675.083.425,00

Sisa lebih pembiavaan anggaran tahun berkenan Rp109.584.351.208,00
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Pasal 2
_jsan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal

oK AT :
Rl’:frcnntum :i!\:-‘l’ﬂma“k;‘;mipr:iran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
| rurar .
. perd
r
Pasal 3

casan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

I:igi[i'in‘?i lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .

Pasal 4

abaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

rcantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Peni
4 craturan Walikota ini.

dani P
Pasal 5

peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Magelang.

Ditgtapkan di Magelang
pada tanggal 26 Jvli 2014

LIKOTA MAGELANG,

=
SIGIT WIDYONINDITO
. o <
piundangkan di Magelang PEJABAT SIRLE
pada tanggal 25 Juli 2014
1.SEIDA
SEKRETARIS DARRM KOTA MAGELANG PR v d
3.8ERRETARIS | &
¢CKABID | f
s A SIE |y
~— 1 J

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 23
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Pasal 2
an Laporan Realisasi Anggaran seb;
R paam tlu"“m Lampiran 1 yang,
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b

\gaimana dimaksud dalam Pasal
merupakan bagian tidak terpisahkan

Pasal 3
ppkasith LM;ON!Ellf:»nlil:q{lrm Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Tldnnu‘i lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .

Pasal 4

jabaran Laporan Realisasi Angparan seb
g ‘ .
hi.‘l‘__mmm dalam Lampiran 1] y
i peraturan Walikota ini,

jan

3

agaimana dimaksud dalam Pasal
ang merupakan bagian tidak terpisahkan

Pasal 5
peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

'“t'.xlikom ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG,

X

SIGIT WIDYONINDITO
piundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Juli 2014

SEKRETARIS DA KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 23
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